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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan
Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan kembali
mengena tugas, wewenang, dan kelembagaan Komis Kegaksaan
Republik Indonesa;

b. bahwa Peraturan Presden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komig
Kgaksaan Republik Indonesa dipandang sudah tidak sesua lagi
dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b serta untuk meaksanakan ketentuan Pasd 38
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesa perlu menetgpkan Peraturan Presiden tentang
Komis Kegaksaan Republik Indonesig;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4401);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA.


http://www.djpp.depkumham.go.id

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1

)

)

Komis Kegaksaan Republik Indonesia yang sdlanjutnya disebut
Komis Kgaksaan adaah Komis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Keaksaan Republik Indonesia

Kgaksaan Republik Indonesia yang sdanjutnya disebut Kegaksaan
adal ah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Keaksaan Republik Indonesia

Jaksa Agung adalah pimpinan Kgaksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kegjaksaan Republik Indonesia

Jaksa addah pgabat sebagamana dimaksud ddam Pasd 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesa

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2
Komis Kgaksaan merupakan lembaga non strukturd yang ddam
mel aksanakan tugas dan wewenangnyabersifat mandiri.
Komis Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Komis Kegaksaan mempunyal tugas:
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a  Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap
kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Keaksaan dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan kode €tik;

b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap
perilaku Jaksa dan/atau pegawal Kegaksaan balk di dalam maupun
di luar tugas kedinasan; dan

c. Meéakukan pemantauan dan penilaian atas kondis organisad, tata
kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya

manusiadi lingkungan Keaksaan.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 4

Dalan meaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Komis Kgaksaan berwenang:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan
masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai
Kgaksaan dalan menjaankan tugas dan wewenangnya;

b. meneruskan lgporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa
Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal
Kegjaksaan;

c. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait
laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau
pegawai Kegaksaan;

d. meakukan pemeiksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas
pemeriksaan yang telah dilakukan oleh gparat pengawas interna
Kegjaksaan;

e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat
pengawas interna Kejaksaan; dan

f. mengusulkan pembentukan M gjelis Kode Perilaku Jaksa.
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Pasal 5

(1) Pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan sebagaimana

2

@

e

dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat dilakukan apabila

a Ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan
sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan
klarifikas lebih lanjut;

b. Pemeriksaan oleh gparat pengawas internal Kegaksaan tidak
dikoordinaskan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan
sebagaimana dimaksud dalam peraturanini.

Pengambilalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf e dapat dilakukan apabila

a Pemeriksaan oleh aparat pengawas interna Kegaksaan tidak
menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil
nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sgak laporan masyarakat
aau lgporan Komis Kgaksaan diserahkan ke gparat pengawas
internal Kgjaksaan;

b. Diduga terjadi kolus dalan pemeriksaan oleh aparat internd
K ejaksaan.

c. Dalam meakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Komis Kgaksaan memberitahukan
kepada Jaksa Agung.

Pasal 6

Sduruh Jeksa dan pegawa Kgaksaan wgib memberikan keterangan
dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam rangka
melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atau
mengambil aih pemeriksaan.

Dalam hal Jaksa dan/atau pegawal Kejaksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan keterangan dan/atau
data yang diminta, Komis Kgaksaan menggukan usul kepada
atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 7
(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Jaksa Agung
untuk ditindaklanj uti.
(2) Ddam hd rekomendas sebagamana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendas,

Komis Keaksaan melgporkannyakepada Presiden.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan Pasal 3,
Komisi Kejaksaan berwenang meminta informasi dari badan
pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan
kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai K g aksaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasa 3 dan Pasa 4, Komisi Kgaksaan dapat menyampaikan

rekomendas berupa:

a penyempurnaan organisas dan tata kerja serta peningkatan kinerja
Kegjaksaan;

b. pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawal Kegaksaan
yang berprestas dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau

C. pemberian sanks terhadap Jeksa dan/atau pegawa Kegaksaan sesua
dengan pdanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud daam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawa Negeri Sipil, Kode Etik, dan/atau peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10
Dalan melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasdl 4, Komis Ke aksaan:
a. berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus yang
menarik perhatian publik yang dipimpin oleh Jaksa Agung;
b. berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus dan/atau
perkarayang dilaporkan masyarakat kepada Komis Kejaksaaan,;
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